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Abstract

The quality of basic education is a primary concern in facing the global challenges of the 21st
century. This study analyzes the collaboration between the K3S (School Supervisory Agency)
and school supervisors in Banjar Regency in improving education quality. A qualitative case
study method was used, with purposively selected principals, supervisors, and policymakers.
Data were collected through interviews, observations, and document analysis. The results
indicate the existence of regular forums and joint supervision between the K3S and supervisors
to discuss school issues, design programs, and evaluate achievements. This collaboration is
supported by open communication, a shared vision, and support from the Education Office.
However, success still depends on individual initiative. Barriers faced include budget
limitations and differing perceptions of roles. To overcome these, increased funding allocation,
shared perceptions through joint training, and the use of technology for coordination are needed.
This collaboration reflects strategic management practices and communities of practice that are
important in the sustainable development of basic education quality. The results of this study
are expected to provide policy recommendations to strengthen synergy between related parties.
Keywords: Basic education; collaboration, school supervisor; K3S; policy

Abstrak

Mutu pendidikan dasar menjadi perhatian utama dalam menghadapi tantangan global abad 21.
Penelitian ini menganalisis kolaborasi K3S dan pengawas sekolah di Kabupaten Banjar dalam
meningkatkan mutu pendidikan. Metode studi kasus kualitatif digunakan dengan subjek kepala
sekolah, pengawas, dan pemangku kebijakan yang dipilih purposive. Data dikumpulkan melalui
wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan adanya forum rutin dan
supervisi bersama antara K3S dan pengawas untuk membahas masalah sekolah, merancang
program, dan mengevaluasi capaian. Kolaborasi ini didukung komunikasi terbuka, visi bersama,
dan dukungan Dinas Pendidikan. Namun, keberhasilan masih bergantung pada inisiatif
individu. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran dan perbedaan persepsi
peran. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan alokasi dana, penyamaan persepsi melalui
pelatihan bersama, serta pemanfaatan teknologi untuk koordinasi. Kolaborasi ini mencerminkan
praktik manajemen strategik dan community of practice yang penting dalam pengembangan
mutu pendidikan dasar secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi
rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antar pihak terkait.

Kata kunci: Pendidikan dasar; kolaborasi, pengawas sekolah; K3S; kebijakan
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Pendahuluan

Peningkatan mutu pendidikan dasar merupakan prioritas utama dalam
kebijakan pendidikan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan
tuntutan abad 21 (Dewi & Suriansyah, 2025; Dewi et al., 2025; Amelia et al., 2025). Pada
tingkat daerah, peran kelembagaan seperti Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan
pengawas sekolah sangat strategis untuk menjembatani kebijakan dan praktik di
sekolah. Akhmad & Azzam (2022) menyatakan K3S sebagai wadah profesionalisme
kepala sekolah, serta pengawas sebagai pemantau mutu pendidikan, seharusnya saling
bersinergi dalam menciptakan sistem pembinaan yang efektif. Namun, di banyak
daerah, termasuk Kabupaten Banjar, kolaborasi antara keduanya belum berjalan
optimal dan cenderung masih bersifat administratif. Hal ini berdampak pada belum
maksimalnya perbaikan mutu pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dasar
(Nurafni et al., 2022).

Beberapa studi terdahulu menyoroti pentingnya kolaborasi antar aktor
pendidikan dalam mendorong peningkatan mutu sekolah. Penelitian oleh Trisnawati et
al. (2021) menunjukkan bahwa sinergi antara pengawas dan K35 mampu meningkatkan
efektivitas supervisi kepala sekolah. Begitu pula penelitian Rahmawati (2018)
mengungkap bahwa kolaborasi K3S dengan pengawas berdampak pada peningkatan
kompetensi guru secara tidak langsung. Namun, sebagian besar penelitian tersebut
masih bersifat deskriptif dan belum masuk ke ranah analisis kebijakan secara
komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya celah untuk meneliti secara lebih dalam
dari perspektif kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

Kebijakan daerah tentang penguatan peran K3S dan pengawas belum
sepenuhnya diimplementasikan secara sinergis dan terukur. Kabupaten Banjar,
meskipun terdapat forum-forum rutin seperti rapat K3S dan pembinaan dari pengawas,
realisasi program bersama yang konkret masih minim. Banyak kegiatan K3S bersifat
formalitas, sedangkan pengawas fokus pada pelaporan, bukan pembinaan profesional
yang kolaboratif. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya regulasi teknis yang
mengarahkan peran bersama dalam peningkatan mutu pendidikan. Maka dari itu,
penting untuk menelusuri bagaimana kebijakan lokal diinterpretasikan oleh para
pelaku lapangan (Permendikbud No. 15 Tahun 2018).

Penelitian ini hadir untuk mengaitkan antara kolaborasi kelembagaan (K3S dan

pengawas) dengan analisis kebijakan pendidikan di daerah. Tujuan penelitian ini yakni
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menganalisis secara mendalam bentuk kolaborasi antara Kelompok Kerja Kepala
Sekolah (K3S) dan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di
Kabupaten Banjar, serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan implikasi
kebijakan lokal yang memengaruhi efektivitas kolaborasi tersebut dalam konteks
implementasi kebijakan pendidikan daerah. Banyak penelitian lebih menekankan pada
teknis supervisi atau pelatihan guru, tanpa melihat bagaimana desain kebijakan
mendukung atau menghambat kolaborasi tersebut. Penelitian ini akan menggali secara
mendalam bagaimana kebijakan dikembangkan, diimplementasikan, serta dipersepsi
oleh kepala sekolah dan pengawas di Kabupaten Banjar. Dengan demikian, hasilnya
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi peningkatan
mutu yang berbasis kolaborasi aktor pendidikan lokal. Pendekatan ini menjadi relevan
seiring dorongan pemerintah untuk memperkuat tata kelola pendidikan berbasis
daerah.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis kebijakan kolaboratif berbasis
konteks lokal, yang belum banyak dikaji dalam studi manajemen pendidikan di
Indonesia. Fokusnya bukan hanya pada proses kolaborasi, tetapi juga pada bagaimana
struktur dan isi kebijakan daerah memengaruhi pola interaksi antar aktor pendidikan.
Selain itu, pendekatan studi kasus di Kabupaten Banjar memberi nilai lebih sebagai
potret daerah dengan karakteristik rural, yang sering kali luput dari perhatian penelitian
kebijakan. Penelitian ini juga menempatkan suara aktor lapangan sebagai pusat analisis,
bukan hanya sekadar data administratif. Dengan begitu, hasilnya diharapkan dapat
memperkaya wacana reformasi kebijakan pendidikan daerah secara praktis dan
kontekstual.

Namun, seperti halnya penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan,
penelitian ini memiliki keterbatasan. Hasil penelitian sangat bergantung pada persepsi
subjektif narasumber dan konteks lokal yang tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain
secara langsung. Selain itu, Basuki (2019) menjelaskan dinamika kolaborasi yang diteliti
bisa berubah karena faktor eksternal seperti perubahan kepala sekolah, mutasi
pengawas, atau kebijakan nasional yang baru. Penelitian ini juga tidak secara langsung
mengukur dampak terhadap capaian akademik siswa, tetapi lebih pada praktik
kebijakan dan manajerial. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat kuantitatif

atau eksperimen masih sangat diperlukan untuk melengkapi temuan ini.
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus
untuk mengeksplorasi secara mendalam bentuk dan dinamika kolaborasi antara
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan pengawas sekolah dalam wupaya
meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Banjar yang dilaksanakan pada
pertengahan bulan Mei hingga Juni tahun 2025. Pemilihan subjek dilakukan secara
purposive, melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, serta pemangku kebijakan
yang berperan aktif dalam perumusan serta implementasi program kolaboratif. Teknik
pengumpulan data mencakup wawancara mendalam saat proses observasi berlangsung
bulan Juni awal, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan seperti program
kerja K3S, laporan supervisi pengawas, serta notulen rapat koordinasi. Data dianalisis
menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola kolaborasi, kendala yang
dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam konteks kebijakan pendidikan daerah.
Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu, serta dilakukan

pengecekan keabsahan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah hasil penelitian tentang kolaborasi K3S dan pengawas
sekolah di kabupaten Banjar

Tabel 1. Hasil Penelitian Kolaborasi K3S dan Pengawas Sekolah

Aspek yang Diteliti Temuan Utama Sumber Data
. . W
Bentuk Kolaborasi K35 Pertemuan rutin, penyusunan program awancara
) . . kepala sekolah,
dan Pengawas pembinaan bersama, supervisi terpadu
pengawas

Implementasi Kebijakan =~ Masih bervariasi antar kecamatan; tergantung  Observasi &
di Lapangan inisiatif dan komunikasi antar aktor pendidikan dokumen K35

. .. Wawancara &
Komunikasi terbuka, kesamaan visi, dukungan

Faktor Pendukung Dinas Pendidikan studi _

dokumentasi

Terbatasnya anggaran, perbedaan persepsi Wawancara

Faktor Penghambat nya anggarat, p: aan persep pengawas &

peran, tidak ada regulasi teknis yang jelas K3s

Dampak terhadap Mutu Peningkatan kesadaran mutu oleh guru, Observasi &
- . laporan
Pendidikan penyelarasan program kerja sekolah .
supervisi
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Aspek yang Diteliti Temuan Utama Sumber Data
Pengawas dan K3S responsif 'terhadap kebijakan Observasi &
Respons Terhadap pusat, namun belum optimal membuat laporan
Kebijakan kebijakan dengan berbasis pada kebijakan P visi
lokal/kemitraan SUpervis

Sumber: K3S & Pengawas Sekolah

Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara Kelompok Kerja
Kepala Sekolah (K3S) dan pengawas sekolah di Kabupaten Banjar sudah mulai
terbangun melalui forum-forum rutin dan program pembinaan bersama. Bentuk
kolaborasi yang paling dominan adalah dalam bentuk rapat koordinasi,
supervisi gabungan, dan penyusunan program peningkatan mutu guru. Namun,
pelaksanaan di lapangan masih sangat bergantung pada inisiatif personal dan
belum sepenuhnya berbasis sistem kebijakan daerah. Beberapa faktor
pendukung kolaborasi yang ditemukan adalah adanya komunikasi yang baik,
semangat kebersamaan, serta dukungan Dinas Pendidikan dalam bentuk
fasilitasi kegiatan. Terdapat hambatan signifikan berupa keterbatasan anggaran,
belum adanya regulasi teknis yang mengikat, dan perbedaan persepsi peran
antara K3S dan pengawas. Kebijakan pusat belum sepenuhnya diturunkan ke
dalam bentuk aturan teknis di tingkat daerah. Secara umum, kolaborasi ini
memberi dampak positif terhadap peningkatan kesadaran mutu pendidikan,
terutama dalam penataan administrasi sekolah, pembinaan guru, dan
perencanaan pembelajaran. Namun, masih minimnya pada aspek perumusan
kebijakan lokal menjadikan peran K3S dan pengawas belum maksimal sebagai
agen perubahan mutu pendidikan. Penelitian ini menegaskan perlunya
penyusunan regulasi daerah yang lebih operasional untuk memperkuat
kolaborasi antarlembaga sekolah dan pengawas dalam kerangka peningkatan
mutu pendidikan dasar. Berikut hasil dokumentasi penelitian kolaborasi K3S

dan pengawas sekolah
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Sumber : Dok.Pribadi, 2025
Gambar 1. Kolaborasi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dalam Penilaian Observasi
Kepala Sekolah

Sumber : Dok.Pribadi, 2025
Gambar 2. Pertemuan Rutin Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan Pengawas Sekolah

Sumber : Dok.Pribadi, 2025
Gambear 3. Sosialisasi SPMB 2025 pada K3S sebagai Bentuk Responsif terhadap
Kebijakan Pusat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara K3S dan
pengawas sekolah di Kabupaten Banjar terwujud melalui kegiatan rutin seperti
pertemuan koordinasi, penyusunan program pembinaan bersama, dan
pelaksanaan supervisi akademik terpadu. Kolaborasi ini mencerminkan adanya
kesadaran bersama akan pentingnya sinergi dalam peningkatan mutu

pendidikan dasar. Hal ini sejalan dengan pendapat Suriagiri (2022), yang
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menyatakan bahwa supervisi pendidikan yang efektif harus berbasis kerja sama
antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Bentuk kolaborasi yang
bersifat formal ini menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif antara
kepala sekolah dan pengawas. Namun, efektivitasnya masih sangat tergantung
pada konsistensi pelaksanaan di tiap kecamatan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
kolaboratif masih bervariasi antar wilayah, tergantung pada inisiatif individu
dan intensitas komunikasi antar aktor pendidikan. Perbedaan pemahaman
mengenai  kebijakan menyebabkan kurangnya keseragaman dalam
pelaksanaannya. Menurut Miracantika (2025), implementasi kebijakan publik
sering menghadapi tantangan apabila tidak disertai dengan mekanisme yang
jelas dan sumber daya yang memadai. Hal ini juga diperparah dengan belum
adanya peraturan teknis di tingkat daerah yang mengatur pola kolaborasi secara
sistematis. Oleh karena itu, implementasi kebijakan kolaboratif antara K3S dan
pengawas masih belum optimal di semua satuan wilayah.

Beberapa faktor yang mendukung kolaborasi antara K3S dan pengawas
sekolah meliputi komunikasi terbuka, kesamaan visi dalam peningkatan mutu
pendidikan, serta dukungan aktif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
Komunikasi yang intensif dapat menciptakan rasa saling percaya dan
memperkuat koordinasi antar pemimpin sekolah. Kesamaan visi juga penting
untuk menghindari fragmentasi perencanaan program. Seperti disampaikan
oleh Arifin & Mu'id (2024); Suryadi et al, (2023) komunikasi efektif adalah
fondasi utama dalam kerja tim yang kuat, termasuk dalam konteks kolaborasi
institusi pendidikan. Dukungan struktural dari Dinas Pendidikan menjadi motor
penggerak utama terlaksananya program-program kolaboratif tersebut.

Kolaborasi ini menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan
anggaran operasional, perbedaan persepsi peran antara pengawas dan kepala
sekolah, serta ketiadaan regulasi teknis yang jelas. Hambatan tersebut
berdampak langsung pada kontinuitas program bersama yang telah dirancang.

Menurut Hatala (2023); Eksanti & Sisdianto (2025) menyatakann, ketidakhadiran
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regulasi operasional dalam kebijakan akan menghambat keberlanjutan dan
efektivitas implementasinya. Ketiadaan pedoman teknis menyebabkan
perbedaan interpretasi terhadap tujuan dan bentuk kolaborasi yang ideal. Oleh
karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah untuk menata
regulasi pendukung secara formal.

Secara umum, kolaborasi ini memberi kontribusi positif terhadap mutu
pendidikan dasar, terutama dalam peningkatan kesadaran guru terhadap
kualitas pembelajaran dan penataan manajemen sekolah. Guru menjadi lebih
proaktif dalam mengikuti program pembinaan (Hapsari et al., 2025) yang
difasilitasi secara kolaboratif oleh K3S dan pengawas. Sejalan dengan temuan
Rahman & Kurniawan (2025); Abdan et al. (2024); Agustina & Suriansyah (2021),
bahwa peningkatan kapasitas profesional guru sangat bergantung pada
dukungan sistemik dari lingkungan sekolah dan pembina. Selain itu, adanya
penyelarasan program kerja antarsekolah menjadi nilai tambah dari keberadaan
kolaborasi ini. Meskipun begitu, dampak ini belum diikuti oleh perubahan
kebijakan struktural yang lebih luas.

Penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan kebijakan lokal yang
bersifat operasional dan mengikat, guna memperkuat pola kolaborasi antara K3S
dan pengawas sekolah. Perlu adanya regulasi yang menetapkan peran, alur
kerja, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam kerangka peningkatan
mutu Pendidikan (Sari et al., 2025). Sesuai dengan pandangan Niron et al., (2013)
kebijakan pendidikan yang efektif harus dilandasi oleh analisis kontekstual dan
disusun secara partisipatif. Rekomendasi ini penting untuk memastikan bahwa
kolaborasi tidak hanya bersifat insidental tetapi menjadi bagian dari sistem
manajemen pendidikan dasar yang berkelanjutan. Dengan demikian, mutu
pendidikan di Kabupaten Banjar dapat ditingkatkan secara lebih sistematis dan
berkesinambungan.

Kesimpulan

Kolaborasi antara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan pengawas sekolah

di Kabupaten Banjar telah menunjukkan langkah positif melalui forum rutin dan
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supervisi bersama, namun pelaksanaannya masih belum optimal dan cenderung
bergantung pada inisiatif individu serta minimnya regulasi teknis daerah. Faktor
pendukung seperti komunikasi terbuka, kesamaan visi, dan dukungan Dinas
Pendidikan memperkuat kolaborasi, tetapi hambatan seperti keterbatasan anggaran dan
perbedaan persepsi peran membatasi efektivitasnya, namun hambatan keterbatasan
anggaran dapat diatasi dengan optimalisasi sumber daya, kerja sama dengan pihak
swasta melalui program CSR, serta perencanaan anggaran berbasis prioritas. Perbedaan
persepsi peran diselesaikan melalui sosialisasi, pelatihan bersama, dan forum
komunikasi rutin untuk menyamakan pemahaman antar pemangku kepentingan. Selain
itu, penyusunan panduan peran yang jelas dan pendekatan partisipatif penting untuk
memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas program. Kolaborasi ini
berkontribusi dalam peningkatan kesadaran mutu pendidikan dan penyelarasan
program sekolah, tetapi belum mampu mendorong transformasi kebijakan yang lebih
sistemik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lokal yang bersifat operasional dan
mengikat, agar kolaborasi K3S dan pengawas dapat berperan lebih signifikan dalam
peningkatan mutu pendidikan dasar secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan
bahwa keberhasilan tata kelola pendidikan di daerah sangat ditentukan oleh kualitas

sinergi antarlembaga dan dukungan kebijakan yang berpijak pada konteks lokal.
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